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Menimbang

DEPOK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOXK,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat miskin/rentan dengan mengurangi beban
pengeluaran, meningkatkan akses  jaminan sosial,
memberikan gizi yang lebih seimbang dan mendorong
pergerakan ekonomi masyarakat di Kota Depok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a Pemerintah Kota Depok memberikan Program
Bantuan Pangan Kota bagi masyarakat miskin Kota Depok
yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
maupun masyarakat miskin Kota Depok yang diusulkan
masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota
Depok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan Peraturan Wali
Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Kota
Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c

perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2021 Bantuan
Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok
Sejahtera;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4967);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Program Sembako;



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota
Depok Diluar Basis Data Terpadu (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2018 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 73
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN PANGAN KOTA BAGI
MASYARAKAT MISKIN MELALUI KARTU DEPOK SEJAHTERA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 huruf b dan huruf ¢ Peraturan Wali Kota

Depok Nomor 73 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Kota Bagi

Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera (Berita Daerah

Kota Depok Tahun 2021 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10

Pelaksanaan Program BPK, adalah sebagai berikut:

a. Wali Kota menetapkan jumlah alokasi PBS setiap tahun;

b. alokasi PBS sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan
target jumlah PBS yang akan diberikan BPK setiap tahun
anggaran melalui Keputusan Wali Kota Depok;

c. penetapan jumlah PBS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan jumlah PBS wuntuk setiap Kecamatan/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada
Kecamatan, Kelurahan dan Bank Penyalur;

d. koordinator Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi calon

PBS untuk diajukan proses pembukaan rekening.



Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,
TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 110

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




